
BUPATI LUWU UTARA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 76 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menirnbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan 
Kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan 
Jasa di Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu 
Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengdaan Barang/ J asa di Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 



., 
r. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Kedua Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden NOmor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 314); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 
2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2017 (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2017 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 552); 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016, 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 
300); 

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 
112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07 /2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 

· 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI DESA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pekerjaan dilaksanakan dengan sistem Padat Karya 
dan Swakelola. 

(2) RAB dibuat dengan memperhatikan harga satuan 
lokal. 

(3) Harga Satuan Lokal disetujui dengan Keputusan 
Bersama dengan BPD. 



(4) RAB Wajib di asistensi oleh Tenaga Ahli lnfrastruktur 
Ka bu paten. 

(5) Pajak pada RAB dihitung dengan cara dimasukkan 
bersama harga material dan alat. 

(6) Operasional TPK, Operasional Pemeriksa dan Biaya 
Desain RAB Jumlah persennya tidak dimunculkan di 
RAB. 

(7) Data Survey hasil pengukuran lapangan Wajib 
dilampirkan sebagai dasar pembuatan Gambar Desain 

(8) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat dalam bahasa 
sederhana yang mudah dipahami masyarakat, sebagai 
dasar pedoman bagi TPK melaksanakan kegiatan 
dilapangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Utara. 
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orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati 101 dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal30 Nopemb�l7 

( 
13UPATI RA,( ..... 

t INDAH PUTRI INDRIANl �
 

Diundangkan di Masamba 
pada tangga130 No pem be r 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

� 
ABOOL MAHFUD 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 
2017 NOMOR 76 


